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PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei  Rampah yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rina Saragih binti Mahmudin Saragih, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu

rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di

Dusun  VI  Desa  Gempolan  Kecamatan  Sei  Bamban

Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I,

tempat  kediaman di  Dusun  II  Kampung Keling  Desa Sei

Rampah  Kecamatan  Sei  Rampah  Kabupaten  Serdang

Bedagai, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan  Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat  telah datang

menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal

Penggugat menghadap sendiri  dan tanggal 23 Januari  2019 yang dibacakan di

persidangan,  Tergugat  telah dipanggil  secara resmi  dan patut,  sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan
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yang sah;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 April

2013  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  pejabat  PPN

KUA,  Kecamatan  Sei  Bamban  Kabupaten  Serdang  Bedagai  Nomor  :

133/22/IV/2013 tertanggal 15 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

harmonis  selama  satu  tahun,  setelah  menikah  telah  bergaul  layaknya

suami-istri  (ba’da  dukhul),  semula  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama  di  Perkebunan  PT  Subur  Arum  Makmur  II  di  Desa  Air  Hitam

Kecamatan  Kota  Tengah  Kabupateng  Rokan  Hilir,  kemudian  pindah  ke

rumah  orang  tua  Tergugat  di  Desa  Cempedak  Lobang  Kecamatan  Sei

Rampah,  terakhir  Penggugat  dan  Tergugat  pindah  ke  rumah  orang  tua

Tergugat  Dusun  II  Kampung  Keling  Desa  Sei  Rampah  Kecamatan  Sei

Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, hingga saat ini;

3. Bahwa dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan Tergugat  telah  di

karuniai 2 orang anak;

4. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat

tidak  rukun  sejak  tanggal  28  Mei  2014,  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

a. Tergugat  sering  suka  memukul  pada  saat  bertengkar  dengan

Penggugat;

b. Tergugat  tidak  jujur  dalam  masalah  gaji  yang  di  berikan  kepada

Penggugat;

c. Tergugat sering mengusir Penggugat pada saat bertengkar;

5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada 28 April 2016, dimana Tergugat bertengkar dengan Penggugat yang

mengakibatkan  Penggugat  di  Pukul  oleh  Tergugat  sehingga  ke  esokan

harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan

perilaku Tergugat yang setiap kali bertengkar melakukan pemukulan sejak
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saat itu Tergugat pergi  meninggalkan Penggugat kembali  kerumah orang

tua Tergugat, sejak kejadian tersebut hak dan kewajiban antara Penggugat

dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan

tidak ada komunikasi yang baik, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik

bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat

dengan Tergugat agar hidup rukun kembali  dalam rumah tangga, namun

tidak berhasil;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di  atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan  Agama Sei  Rampah cq.  Majelis  Hakim yang Mulia  untuk

menetapkan  hari  persidangan,  memanggil  para  pihak,  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  serta  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat  terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat agar berpikir untuk  tidak

bercerai dengan Termohon, tetapi  Penggugat tetap pada dalil-dalil  gugatannya untuk

bercerai dengan  Tergugat;

Bahwa perkara  ini tidak dapat dimediasi karena  Penggugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan

tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:
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A. Surat:

1. Fotokopi   Buku  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA,  Kecamatan  Sei

Bamban Kabupaten  Serdang  Bedagai  Nomor  133/22/IV/2013 tanggal  15

April 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Bukti

P.1;

2. Surat Keterangan Ghoib nomor 18.40.1/470/129/2019  tanggal  23

Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Rampah, Bukti P.2).

B. Saksi:

1. Saksi I,jaitan umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga

tempat  tinggal  di  Kabupaten  Serdang  Bedagai,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami

isteri;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  menikah  sekitar  April

2013;

- Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  telah dikarunia 2 orang

anak;

- bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  tahun  2014

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa  yang  menjadi  penyebab  pertengkaran  Penggugat

dengan Tergugat karena sikap tergugat yang tidak jujur atau sering

berbohong;

- Bahwa Tergugat juga sering kali mengusir Penggugat setiap

kali bertengkar;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah   pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh keluarga,  namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi  sudah tidak  sanggup lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer tempat

tinggal di Dusun V Desa Gempolan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten

Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat

hanya berjarak lima puluh meter;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami

isteri;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  menikah  sekitar  bulan

April 2013;

- Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  telah dikarunia 2 orang

anak;

- bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat

tahun  2014  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa  yang  menjadi  penyebab  pertengkaran  tersebut

Tergugat sering berbohong dan tidak jujur dalam masalah pekerjaan

dan gaji Tergugat;

- Bahwa Tergugat  juga sering  kali  memukul  Penggugat  serta

mengusir Penggugat setiap kali bertengkar;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah   pernah

didamaikan oleh keluarga,  namun tidak berhasil;
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- Bahwa saksi  sudah tidak  sanggup lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat;

 Bahwa  Penggugat   menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini,  maka semua hal  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa pada hari  sidang  yang telah  ditetapkan  Penggugat

telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang

dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa

hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

halangan yang sah, oleh karena itu  Tergugat harus dinyatakan tidak hadir  dan

gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara a quo

dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan

ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat

dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi

tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat

agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi

tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143

ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1 (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah) dan  yang
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merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  ikatan  pernikahan  yang  sah  antara

Penggugat  dengan  Tergugat,  dan  bukti  P.2  (Surat  keterangan  Ghaib)  yang  di

keluarkan  kepala  Desa  Sei  Rampah,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai  angka  1

sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah

diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg.,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah,  sehingga  telah  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai  angka  1

sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah

diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg.,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar April 2013;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
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4. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

5. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa  yang  menjadi  penyebab  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat karena sikap tergugat yang tidak jujur atau sering berbohong;

7. Bahwa  Tergugat  juga  sering  kali  mengusir  Penggugat  setiap  kali

bertengkar;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah  pernah didamaikan oleh

keluarga,  namun tidak berhasil;

9. Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat;

10. Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di  atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah sebagai  suami isteri  yang

sah;

2. Bahwa  sejak  tahun  2014  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2014;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai

oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:
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ثبت اذا بائنة طلقة القاضي يطلقها وحينئذ التفريق القاضى من تطلب ان يجوزلها

بينهما صلح ال عن وعجز الضرر

Artinya:  “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya

dan  Hakim  boleh  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  apabila  nampak

adanya  kemadharatan  dalam pernikahannya  dan  sulit  didamaikan

antara keduanya”;

2. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

ٲ    ٲ     إ   وسيلة ليبقى مصلحةلنه النگاح ليبقى اختلفالخلق فتنقلب  وعند المقاصد لى

إلىالطلق  المصلحة

Artinya:  ”Ketika  perbedaan  suami  isteri  telah  menyebabkan  perkawinannya

tidak lagi  memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi  jalan

untuk  mencapai  tujuan  perkawinan,  maka  kebaikan  bagi  mereka

berpindah kepada perceraian”;

3. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

المـصـالح جـلـب عـلى مقـدم المـفـاسـد درء

Artinya:  “Menolak  mafsadat  harus  lebih  diutamakan  dari  pada  menarik

maslahat”;

Menimbang,  bahwa  dengan  tanpa  mempermasalahkan  siapa  yang

bersalah  sebagaimana  Yurisprudensi  Mahkamah Agung  Nomor  266.K/AG/1993

tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga

seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi

Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati  Penggugat

agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat

tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai

keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat
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tidak  dapat  lagi  mencapai  tujuan  perkawinan  dan  kehidupan  perkawinan

sebagaimana  rumah  tangga  Penggugat   dan  Tergugat  hanya  akan  menjadi

belenggu bagi  salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah

tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan

menimbulkan  mudharat  lebih  besar  bagi  Penggugat  dan  Tergugat  dari  pada

maslahat  yang  akan  dicapai  sehingga  perceraian  di  antara  mereka  jauh  lebih

besar  dampak  positifnya  dari  pada  negatifnya,  karenanya  Majelis  Hakim

berpendapat  perceraian  merupakan  jalan  terbaik  untuk  mengakhiri  sengketa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di

atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat

yang  tidak  mau  bersatu  kembali  dalam  rumah  tangga  dapat  dikualifikasikan

sebagai  “pertengkaran yang terus  menerus“  dan “tidak  ada harapan ke  depan

akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga“ sehingga dapat dikonstituir

secara  yuridis  bahwa  peristiwa  hukum  tersebut  adalah  sebagaimana  alasan

perceraian yang ditentukan dalam  Pasal  39 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping

itu  Pengadilan  juga  telah  mendengarkan  keterangan  pihak  keluarga  dan/atau

orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134

Kompilasi  Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan

dan tidak melawan hukum;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  berkesimpulan  bahwa

gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan

Penggugat  sudah  sepatutnya  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain

sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
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Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam  yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Arys Tyadi Sukardi bin

Arya  Trijaya  S.pd)  terhadap  Penggugat  (Rina  Saragih  binti  Mahmudin

Saragih);

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp.

696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enamribu rupiah);

Demikian  putusan ini  dijatuhkan dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis

Hakim yang dilangsungkan ada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan

dengan  tanggal  24  Ramadhan  1440  Hijriyah. Oleh  kami  MUNIR,  S.H.,  M.H.

sebagai  Ketua  Majelis,  dan  MUHAMMAD  REZA FAHLEPI,  S.H.I.,  M.H.  serta

NUSRA ARINI,  S.H.I.,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari

Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440

Hijriyah  oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu  oleh   SAMSIYANTO,  S.H.I.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
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dto

MUNIR, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

dto dto

MUHAMMAD REZA FAHLEPI, S.H.I.,

M.H.

NUSRA ARINI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

SAMSIYANTO, S.H.I.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
Biaya Proses : Rp 50.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 600.000,00,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Materai : Rp 6.000,00,-

Jumlah: Rp 691.000,00,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12


